BAB IlI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Terkait upaya pemberian perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan
hukum, system peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, ia tidak hanya dimaknai
hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata, namun juga harus
dimaknai mencakup akar permasalahan. Dari penelitian dan pembahasan yang telah

dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada anak sebagai pelaku dalam tindak
pidana narkotika di tingkat penyidikan adalah :
1) Dikembalikan kepada orangtua
Menurut Pasal 45 KUHP sebagai berikut :
“ Jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dilakukannya itu
ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan, supaya si tersalah
itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau orang yang memeliharanya, dengan
tidak dikenakan sesuatu hukuman”.
2) Rehabilitasi
Ada dua macam rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial adalah
sebagai berikut :
a. Rehabilitasi medis (Pasal 56) adalah suatu proses kegiatan pengobatan
secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan

narkotika. Rehabilitasi medis dilakukan dirumah sakit yang ditunjuk
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menteri, lembaga rehabilitasi dapat melakukan rehabilitasi dengan
persetujuan.

b. Rehabilitasi sosial (Pasal 58) adalah suatu proses kegiatan pemulihan
secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu
narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan
masyarakat. Rehabilitasi sosial mantan pecandu narkotika diselenggarakan
oleh pemerintah maupun masyarakat. Rehabilitasi sosial ini termasuk
melalui pendekatan keagamaan, tradisional, dan pendekatan alternatif
lainnya. Dasar hukumnya adalah UU No. 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.

3) Proses penahanan

Proses pemidanaan anak ini merupakan upaya terakhir, apabila si anak tersebut
sudah dianggap berbahaya dan dikhawatirkan akan melakukan tindakan tersebut
lagi. Namun proses penahan ini berbeda dengan proses penahanan orang dewasa
pada umumnya. Pada anak proses penahanan yang dilakukan biasa ditahan disel
tersendiri, terpisah dari orang dewasa atau khusus untuk anak berada di Polsekta
Ngampilan, lalu penyidik wajib memeriksa tersangkan anak dalam suasana
kekeluargaan, dan penanganan perkaranya dilakukan lebih cepat waktunya yaitu,

- 20 hari dilakukan penahanan kepolisian

- setelah itu 10 hari perpanjangan penahanan dari kejaksaan,

- terakhir 30 hari adalah penyerahan semua barang bukti dan tersangka

sudah dikirim ke kejaksaan.
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Dasar hukumnya adalah Pasal 32 Undang-Undang Noll Tahun 2012 tentang

Peradilan Anak.

Dalam proses penahanan pada anak ini terdapat kekhususan atau perlakuan

khusus oleh penyidik yaitu,

a. Penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana dilakukan oleh penyidik anak

b. Dalam melakukan penyidikan, penyidik wajib meminta bimbingan dari psikolog

c. Proses penyidikan terhadap anak wajib dirahasiakan

d. Penyidik wajib memeriksa tersangka anak dalam suasana kekeluargaan

e. Dalam melakukan pemeriksaan tersangka anak penyidik tidak memakai pakaian dinas

f. Tempat tahanan anak dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa

. Masalah perlindungan anak adalah suatu hal yang kompleks dan menimbulkan berbagai
macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat diatasi secara perorangan,
tetapi harus secara bersama-sama, dan penyelesaian tersebut menjadi tanggung jawab
bersama. Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum khususnya penyidik dalam
melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika di tingkat penyidikan adalah
Kondisi Psikis anak masih labil, bahwa anak dalam hal ini masih berada di bawah umur
dan masih labil dalam berfikir, sehingga apabila penyidik melakukan pemeriksaan berupa
mengkorek pertanyaan kepada si anak terkadang si anak tidak konsisten dalam menjawab
pertanyaan penyidik. Lalu kendala yang kedua adalah asal usul pelaku dan terkait dengan
waktu, dalam hal ini karena tidak semua anak pelaku tindak pidana narkotika berasal dari
Yogyakarta, maka dari itu penyidik membutuhkan waktu untuk melakukan konfirmasi

kepada orangtua si anak dan kepada Bapas setempat agar saling dapat bekerjasama dalam
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memberikan keterangan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Kendala terakhir adalah
kurangnya kerjasama dan Koordinasi, perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi
karena adanya interrelesai antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Maka
dari itu koordinasi dan kerjasama perlu dilaksanakan dalam rangka mencegah
ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak, yang pada hakekatnya menghambat

kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

B. Saran

Pelaksanaan kewajiban dari Undang-undang Peradilan Anak di setiap lembaga harus
dipahami benar dan dilaksanakan dengan memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi
dalam upaya pemberian perlindungan terhadap anak ini. Tercapainya tujuan Peradilan anak
tentunya juga tergantung dari bagaimana cara kerja penegak hukum dalam pelaksanaannya.
Bertitik tolak pada kesimpulan diatas, maka penulis menyampaikan saran agar dalam
menangani kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika hendaknya kepolisian
dalam hal ini lebih meningkatkan kerjasamanya dan koordinasi kepada Balai Pemasyarakatan,
Hakim dan Lembaga Pemasyarakatan Anak maupun Lembaga Sosial lainnya yang terkait dan
lebih meningkatkan kinerjanya, agar proses penyidikan pada anak ini dapat dengan cepat
dilakukan agar tidak memakan waktu yang lama dan juga diharapkan agar tidak merusak

psikologis si anak yang sedang dihadapkan pada proses peradilan
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